
MENTER! DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

[ 5ALINAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDOJ\~SIA 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERATURAN P~LAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 ':'.."'AHUN 2017 

TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN 1':::ELUARGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

l'v1ENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1-:=1, Pasal 14, 

Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 99 

Tahun 201 7 tentang Gerakan Pernberdayaa.n dan 

Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peratuan Menteri 

Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaa:: Feraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentar2J~ Gerakan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga: 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahs-i Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2C 15 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negua Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C 17 tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera211 Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



Menetapkan 
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Nomor 226); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTE RI DALAM NEGERI TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERA'::'URAN PRESIGEN NO~OR 

99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERGAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud denga:n: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut :Jesa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang rr:.er::dliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masya:-a~at setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/ atau hak tradisional ya."'lg diakui C:.a::: dihormati 

dalam sistem pemerintahan J\~egara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Kecamatan atau yang disebut dengan dengar:: nama lain 

adalah bagian wilayah dari daerah kabups.ter::/kota yang 

dipimpin oleh camat. 

3. Kelurahan adalah bagian wilayah da:ri Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan perwakilan rakya t dae::-ah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan ya:ig me1:jadi 

kewenangan daerah. 

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

yang selanjutnya disebut dengan Gerakan ?KK adalah 

gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuj-..l terwujudnya 

Keluarga yang beriman dan bertaqwa kesada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan ber'.:Judi luhur, 
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sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kese-caraan dan 

keadilan gender, serta kesadaran h".:kum dan 

lingkungan. 

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masya.ra~at yang 

terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah 

dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sa:c:ipai dengan 

derajat ketiga. 

7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keh::arga yang 

selanjutnya disingkat PKK aC..alah salah satu lembaga 

kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi 

partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga yang berada di tir::gkat rukun 

warga dan rukun tetangga ata.u sebutar:: lain yang 

rnengoordinasikan kelompok dasawisma. 

8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga yang selanjutnya disingkat TP ?KK adalah 

rnitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga 

kemasyarakatan lainnya, yang berfung.si sebagai 

fasilitator, perencana, pelaksana, peng;=ndali dan 

penggerak pada masing-masing jenjang untuk 

terlaksananya program PKK. 

9. Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pe:r:nberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat 

SIM PKK adalah Aplikasi yang mendoku.:.-:1entasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data i-·i ogram dan 

kelembagaan Gerakan PKK. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggara.i:{an urusan 

pemerintahan dalam negeri. 
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BAB II 

PENYELENGGARA GERAKAN PKK 

Pasal 2 

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. 

(2) Menteri mendelegasika.n penyelenggaraan Gerakan PKK 

secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Direktur ,.Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Da.erah 

yang membidangi pemberdayaan dan pemeri::i.tahan Desa 

melaksanakan dan mengoordinasikan GercGran PKK di 

,,vilayahnya. 

(4) Camat melalui kepala seksi yang :::i.embidangi 

pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan 

Gei·akan PKK di Kecamatan. 

(5) Kepala Desa melalui kepala urusan petnbangunan 

n1elaksanakan dan mengoordinasikan Ger~r- PKK di 

Desa. 

(6) Lurah melalui kepala urusan pe!n bangunan 

mdaksC:tnakan dan mengoordinasikan Geruar: PKK di 

K'.elurahan. 

BAB III 

PEMBENTU:KAN TIM PENGGERAK PEMBF~RDAYP.AN DAN 

KESEJAHTERAANKELUARGA 

Pasal 3 

(1) Menteri dalam menyelenggarakari· Gerakan PKK secara 

nasional membentuk TP PKK pusat. 

(2) Gubermir daiam menyelenggarakan Ge:"aka:n PKK 

me.rnbentuk TP PKK provinsi. 

{3) Bupati/wali kota dalam· menye~e~ggarakan Gerakan PKK 

membeni:.uk TP PKK kabupaten/kota. 

(4) Camat dalam menyelenggarakan Gerakail PKK 

rr..emben tuk TP PKK Kecamatan. 

(5) kepaia D~sa da1am menyelenggH.rakan Gerakan PKK 
. . 

inemtentuk TP PKK Desa. 



(6) Lurah dalam me:qyelenggarakan Gerakan PKK 
' 

rnembent.uk TP PKK Kelurahan. 

Pasal 4 

(1) TP PKK pusat sebagaimanci. dimaksud dalfim Pasal 3 ayat 

( 1) terdiri atas: 

a. ket1.:a umum dijabat isteri/ suami Mente.:-i Dalam 

Negeri; 

b. sekretaris umum; 

c. ketua I biclang pembinaan karakter Keh:.arga; 

d. ketua II bidang pendidikan dar: :;Jen.ingkatan 

ekonomi Keluarga; 

e. ketua III bid.ang penguatar: ketahanan Keluarga, 

f. ketua IV bida:ng kesehatan Keluarga dan lingkungan; 

g. sek1~etaris l, sekretads II, sekretaris III, sekretaris IV; 

h. bendahara I dan bendahara II; 

i. kelompok kerja I, kelompck kerja II, ~eiom_?ok kerja 

Ill, dan kelompok kerja IV; 

J. staf ahli 

(2) Sekretaris sebagaimana. dimaksud pada aya: (1) huruf g 

tedi.ri a fas: 

a. sekreta:ris I mengoordinasiK:a.n keta.ta'..isa.i."'-lac...:a; 

b. sekretaris II mengoordinasikan pengelolaan program; 

c. sekretaris III mengo~.rclinasikan kehu.L""TI.asan clan 

ker:iasama antar lernbaga; ::ian 

d. seki .. etaris IV mengoordil1asikan ru:cah tan.gga, 

pemcliharaan gedung, inventaris barang dan 

sekretariaL 

(3) K.elornpok · kerja sebag3.1m:::ma. dimaksud p2_:la ayat (1) 

huruf i terdiri atas: 

a. ]:<elompok kerja I sebagai pengelola program: 

l) penghayatan dan pengamalan Pancas.ila, dan 

2) gotong royong. 

b. k<iiompok ke1:ia II sebagai peng.~lola prog:·arr:. 
:. . . . 

1) pendidikan dan keterampjlai-1; dan 

2) pengernbangan kehiclupan berkope:-asi. 

c. kelornpok ke1~ja III s~h:::;gai pengelola prog0ar:n: 



1) · pangan; 

2) sand::1ng; dan 

3) perumahan dan tata laksana rumai: ta:iggga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program: 

l) kesehatan; 

2) kclestari:an lingkungan hidup; dan 

3) µerencanaan sehat. 

(4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas: 

a. ketua; 

b. wakil ketua; 

c. sekretaris; dan 

d. anggota. 

(5) Susu·nan 'kepengurusan TP PKK pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengar: kenutusan 

Menteri. 

(6) Keputusan Menteri sebagaimana qimaksud :;:ada ayat (5) 

pc:.ling sedikit memuat rinci~'<-n tugas dan fL:.TigsL TP PKK 

pusaL 

Pasal5 

(1) TP PkK provms1 sebagaimana dimaksud dai.an: Pasal 3 

ayat {2) terdiii atas: 

a. ketua dijabat isteri/ suarni gubernur; 

b. sekretaris I dan sekretaris II; 

c kel:ua I bidang pembinaan karakter Kell:::.a::-ga; 

cl. ketua II bidang pendidikan dan ~>er:.ingkatan 

ekonomi Keluarga; 

e.. ketua III bidang pc:iJ.guatan ketahanan Keluarga; 

f. ketua IV bidang kesehatan Keiuarga· dar:. lir.gkungan; 

g. bendahara; 

h. kelompok kerja I, 4.:elompok ke1ja II, keiompok kerja 

JlI kelornpok kerja IV; dan 

1. staf ahli. 

(2) Kelompok ke1:ja sebaga.imana dimaksud pade. ayat { 1) 

huruf l~ terdiri atas: 

a.. kelompok kerja I ~iebagai pengelola program: 
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1) penghayafan ti.an }Jengamalan Pancascla; dan 

2) gotong royong. 

b. kelornpok kerja II sebagai pengelola program: 

1) pendidikan dan keterampilan; dan 

2) pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok ke1ja III sebagai pengelola program: 

1) pangan; 

2) sandang;dan 

3) perumahan dan tata laksana rumar:. tangga. 

CL kelompok kerja IV sebagai pengelola program: 

l) · kesehatan; 

2) kelestarian lingkungan hidup; dan 

.3) perencanaan sehat. 

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ps_da ayat (2i 

terdiri atas: 

a. ketua; 

b. wakil ketua; 

c. sekretaris; dan 

d. anggota. 

(4) Susunan kepengurusan TP PKK provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) ditctapkan denga-::: keputusan 

gubenur. 
. . ' . 

(5) Keputusan gubernur sebagaimana dhnaksi..:d pada ayat 

(4) paling sedikit memuat rinci.an tugas fm::.gsi TP PKK 

provmsi. 

Pasal 6 

(1) TP PKK kabupaten/kota sebagaimana dimc_._"'-sud dalarn 

Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: 

a. 

b. 

c. 

ketua dijabat isteri/ suami bupatijwah kara; 

sekretaris; 

ketuh i l:.iidang pembfoaan k:3:rakter Keh:arga; 

d. ketua II bidang pendidikan dar: ;:eningkatan 

ckonomi Keluarga; 

e. ketua III bidang penguatan ketahanar: Ke~uarga; 

f. ketua lV bi dang kesehE-i.tan · 1.r "' &.e.:..uarga dan 

Lingkungan; 
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g. bendahara; 

h. kelompok kerja I, kelotnpok kerja II, kelon::ipok kerja 

III, kelompok kerjaJV; dan 

i. staf ahli. 

(2) Keiompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h terdiri atas: 

a.. kelompok kerja I sebagai pengelola prog!a1n 

1) penghayatan dan pengamalan F'ancasila; dan 

2) gotong royong. 

b. kelompok kerja II sebagai pengelola prog!"a:tn: 

1) pendidikan dan keterampilan; dan 

2) pengembangan kehidupan berkoper-asi. 

c. kelompok kerja. III sebagai pengelola progra:o: 

.l) · pangan; 

2) sandang;dan 

3) petumahan da~1 t~ta laksana rctma::: tai1gga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola prograr:i: 

1) kesehatan; 

2) kelestarian lingkungan hidup; dan 

3) perencanaan sehat. 

(3) Kelompok ker:ja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

terdir1 ata.s · 

a. ketua; 

~L 1)';rakil ketua; 

c. sekretaris; dan 

d. anggota. 

(4) Susunan kepengurusan · TP PKK kabupafon/kota 

sebagaimarm dimaksud pada ayat (1) ditetar;.kan dengan 

keputusan bupatij'wali kota. 

(5) Keputusai"l ·bupati/wali kota sebagaimana dir:::c.ksud pada 

ayat (4) :tJaling sedikit rner::mat rincian tl,l.gas fungsi TP 

PKK kabupaten/kota. 

Pasal 7 

( 1) 'f P PKK Kecamatan :.:;ebagaimana dimaksud :=.alam Pasal 

:3' ayat '(4! terdiri atas: 

a. ketuH dijabat isteri/ suami camat; 
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b. wakil. ketua dijabat isteri/ · suurr:1 sekretaris 

Kccamatan; 

c. sekret~ris; 

d. bendahara;dan 

e. kelompok kerja I, kelompok ke1ja II, rl.:elompok kerja 

III dan kelom1?ok kerja IV, 

(2) Kelompok ke1ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e terdiri atas: 

a.· kelompok kerja I sebagai pengelola prog:-am: 

1) r)enghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2} gotong royong. 

b. kclompok kerja II sebagai pengelola progran:: 

l) pendidikan dan keterampilan; da:i 

2) pengembangan kehidupan berkope:rasi. 

c. kelompok kerja III sebagai pengelol£t prograr:i: 

1) pangan; 

2} sandang;dan 

3} perumahan dan tata laksana ruma:::: tangga: 

d. kelornpok kerja IV sebagai pengelola progrcii:1: 

1) kesehatan; 

2} kelestarian iingkungan hidup; dan 

3) perencanaan sehat. 

(3) }~el01;:,.pok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri, sta·s: 

a. ketua; 

b. w:akil ketua; 

c. sekretaris; dan 

cl. anggota. 

(4) Susunan kepengurrn3an TP PKK c1 Kecamatan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

k.eputb~mn bup2ti/wali kota yang. ditand8-tc.ngani carnat 

atas na.i11~. bupati/wali kota. 

(5) KepiltU$an bupati/wah kota sebagaimana drnak~md pada 

aya.t {4) paling sedikit me:muat rincian tc.gas fungsi TP 

PKK Keca::nat2.:r.: .. 
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Pasi.=d 8 

(1) TP PKK De~:a sebagaimana dimaksud dafa_'11 ?asa:l 3 ayat 

(5) terdiria:tas: 

a. ketua dijabat isteri/ suami kepala Desa; 

b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretar;s Desa; 

c. sekretaris; 

d. bendahara;dan 

e. kelompok kerjc. I. kelompok ke1ja II, ~elon1:;;-ok kerja 

III dan kelompok ke1ja IV. 

(2) Kelompok kerja sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e terd.iri atas: 

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program; 

1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2; gotong royong. 

b. kelon~.pok kerja II sebagai pengelola prog!'ru'T:: 

J.) pendidikan dan keterampilan; da:: 

2) pengembangar:.. kehidupan berkoper-asi. 

c. kdompok kerja III sebagai pengelola progra::i: 

1). pangan; 

2) · sc..ndang; dan 

3) perumahan dan tata laksana rum.a-: tanggga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola progran: 

1) keschatan; 

2) kelestariai11ingkungad hidiip; da:: 

3) perencanaan seliat. 

(3) Kdompok ke:r:ja. 8ebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. ke·tua; · · 

b. wakil ketua; 

c. :sekretar.i.s; dan 

d. 2.nggi::rLa. 

(4) Susunan hipengurusan TP PKK Desa seoagaimana 

dimaksud pad.a ayat ( l) ditetapkan deng.(3._;_-::_ keputusan 

keD~,la 1·~··0·•,·a '1- ~ __ , ...... \. • 

(5) KeputL:.san kepala Desa sebagairr~ana di:no.ksud pada 

ayat (4) paling scdikit memuat rincian tr::gas fangsi TP 

PKK Desa. 
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(1) T? PKK Kelurahan sebaga.imana dimaksud ca~am Pasal 3 

ayat (6) t~rdiri atas: 

a. ketua clijabat isteri/ suami lurah; 

b. waki.l ketua dijabat isteri/ suami sekretaris 

Kelurahan; 

c. sekretaris; 

d. bendahara; dan 

e. kelompok ketja I, keJompok kerja II, kelompok kerja 

III dan kelornpok kerja IV. 

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e terdiri atas: 

a. kelompok kerja I sebagai pengelola prog~am: 

l) penghayatan dan pengamalan Par1casila; dan 

2) got.01'1g royong. 

b. kelcmpo'k kerja II sebagai pengelola program.: 

1) pendidikan dan keterampiian; dan 

2) pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok kerja III sebaga.i pengelola prograr:i: 

pangan; 

sandang;dan 

1) 

2) 

3) perumahan dan t.ata laksana runia:::: tanggga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola prograr.:i: 

1) · kesd:1atan; 

2) kdestarian lingkungan hidup; dc:~n 

3) perencanaan sehat. 

(3) Kelompok kerja sebagairnana dimaksud · pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. ketua; 

b. we.kH ketua; 

c. sekretaris; dan 

d. anggota.. 

( 4) Susurian keuengurusan TP 
~ .__ PKK di Kelura:han 

sebag<ii:mana dirnaksud pad2~ ayat (1) diteta;;k:an dengan 

keputusan bupali./wali kcta yang clltandat;: n.g:::;.ni lurah 

atas rjama bupati/ 1Nali kota. 
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(5) Kepui:usan bupati/wali .h~ota sebagairnana dii-:::.aksud pada 

ayat (4) pi'lling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi 

TP PKK Kelurahan. 

Pasal 10 

(1) Kepala Desa/iurah bersarna masyarfus:at dalam 

pelaksanaan Gerakan PKK membentuk keio:npok PKK 

seb_agai 1embaga kemasyarakatan Desa/Keh..:rahar1 sesuai 
' . 

kondisi wilayah masing-masing. 

(2) Kelompok PKK sebagairnana pada ayat (li ter~iri atas: 

a. kelompok PKK lingkungan/ dusun; 

b. kelorr1pok PKK rukun warga; dan 

c. kclornpok PKK rukun tetangga. 
. - ' ~ . . 

(3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) terdi:ri atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d. bidang sesuai kebutuhan. 

(4) Kepenguru.san kelompok PKK ·sebagaimaLa Cimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan :~.ep2.la Desf3.. 
' ' 

dan keputusan bupati/wali kota yang ditancatangani 

oleb. lurah a':a.s narria bupati/wali kota. 

?asal 11 

(l} Dala~:n · mcmpercepat pelaksanaan Ge:rak?.u: PKK di 

rnasya:::akat kepala Desa/lurah membentuk kelompok 

dasin1vis:i:na yang terdiri atas 10 {sepuluh) re.mah sesuai 

kondisi wilayah masing-masing. 

(2) KelompQk dasawisma sebagaimana dim2ksud pada ayat 

(1) dikoo;~dinir cileh 1 (satu) orang kader yang ber2.sal da:ri 

kelompok :yang bersangkutan. 

("') 
.,::; I Koord~nator seoagmrn.ana di.1nak:,:;ucl padc_ a_yat (2) 

bertar.:.gg_u.ng jfawab kepada kepada kelompo£ PKK rukun 

warga / rukun tetangga. 

(4) Koordh1ator sebagaimana di.maks"L1d padc.. :±yat (3) 

ditetapk:::~n · clengan keputtisan kepala Desa dan 
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keputusan · bupatijwaii kota yang ditandatangani oleh 

lu.rah atqs nama bupatif"wali kota. 

Pasal 12 

Pe:ngaturan kelompok dasawisma dimuat dala:n petunjuk 

teknis mengenai pelaksanaan Gerak:an PKK. 

Pasal. 13 

(1) Ketua umurn TP PKK ditetapkan oleh r,!Jer:.teri dan 
' 

dilantik oleh pelindung utama atau peiindung TP PKK. 

(2) Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oieh ketua 

umum TP PKK dan dikukuhkan oleh guberw..:.r. 

(3) K~tua TP PKK kabupaten/kota ditetapkan :lar: diiantik 
' I . ' 

oleh ket1ia TP PKK provinsi dan dikukuhkan J.leh hupati/ 

wali kota. 

(4) Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan ·=~~a-1tik oleh 

ketua TP PKK kabupaten/kota d.an dik1urn.h:rcan oleh 

cama.t. 

(5) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapka:.'"l :iar: dilantik 

oleh ketua TP PKK Kecani.ata:D.· dan dikuH:.uh;{.a.n oleh 

kepala .Desa/lurah. 
,. 

Pasal 14 

(l) Fe~gurus TP PKK pusat ditetapkari· dari ~iia:tt:Ck oleh 

Mcnteri. 

(2) Pengl.1rus TP PKK provinsi ditetapkan dan d:.la:-:-1tik oleh 

(3) 

. . 
gubernur. 

Pengurus TP PKK kabupateri/kota 

dilar1tik oleh bupati/wali kota. 

. .. 
dite:apkan dan 

(4) Peng;u;~us TP PKK Kecamatan ditetapkan '.12.:-1 dilantik 

oleh c.amsu ... 

(5) Peng11rus TP PKK Desa/Kelurahan cli.te:apkan dan 

dilantik oleh kepala Desa/lurah. 

(6) Pengurus sebagairnaria dimaksud pada ayai: ::t) sampai 

de!1girn ayat. (5), men1pa.k:a11 w·arga Negara Indonesia 

yang 'secara sukarela, marnpu dan peduli ter~.c..dap upaya 

Gera.ks.n PKK. 
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Pa.sal 15 

( 1; Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional 

didukung oleh: 

a. pelindung utama; dan 

b. pelindung. 

(2) Pelindv.ng Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a yaitu istri/ suami Presiden a tau yang ditunjuk 

oleh Presiden. 

(3) Pelindung sebagaimana dimaksud pada a:.ra:- !1 hur.uf b 
. . 

yaitu istri/suami Wakil Presideri atau yang ;_:..ic.i.:ijuk oleh 

V.J akil Presiden. 

Pasal 16 

( 1) Dalarn ·· penyelenggaraan program dan kegia:::2n TP PKK 

pusat dan daerah dapat clidukung oleh penasehc.'-t. 

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan seseorang yang pernah ri1enjabat sebagai 

ketua umum atau ketua TP PKK daerah. 

(3) Penasehat sebagaimana dimaksud pc.da ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan ketua umum -2.an ketua TP 

PKK dae:rah. 

(4) Penasehat sebagaimana dimaksud uada ayc..:c (2) dimuat 
' dalam petunjuk · teknis mengena.i pdaksanaan '.}erakan 

PKK 

Pasal 17 

( 1) Dalarn penyelenggaraan progam dan kegic..:an TP PKK 

pu.sat dan daerah difasilitasi oleh ketua pen1-oina dan 

para pen1.bina. 
• • l :· 

(2) Ketua pe:mbina TP PKK pusat sebagairr:ana d:maksud 

pada ayat ( l) yaitu Menteri. 

(3) Ketua pembina TP PKK cfa .. erah sebagaima:-:a C.:'...maksud 

pada a_yat q) yaitu gubernur, bupatij"wah .~:.::ta. camat, 

kepala De::m/lurah sesuai kewenangan. 

(4) Para pernbina sebagaiinana dimaksud pad.a ayat ~1) yaitu. 

unsur ken.1enterian/ len:baga, Orgarl 1. sa""': De.-.·:::ir10-ka1-=> .. '"'~ l. ~ :"-. C, : L 
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Daerah dan Kecamatan~ perr1erintaha:-i Desa; Kelurahan 

serta badan p~rrnusyawaJan Desa/ dewan !\:elurahan. 

Pasal 18 

( 1) Masa bakti ketua um um TP PKK, ketua TP ?KJ( provinsi, 

dan ketua TP PKK kabupaten/kota, ke-c.Ja_ TP PKK 

Kecamatan, ket1J.a TP PKK Desa/Keluraha::i terhitung 

sejak pelantikan sarnpai dengan berc.kr2·n-.la masa 

jabatan lvtenteri, gubernur, bupati/waii kota, camat dan 

lurah/kepala Desa. 

(2) Masa bakti pengurus TP PKK p:.ism:, provms1, 

kabupaten/kota, Kecamatan dan Kelu.raf:a::J. mas1ng-­

rn.a.sing selarna .S (lima) tarn.in terhitung se]ak pelantikan. 

(:3) lylasa bakti pen.gurus TP PKK Desa se:an:a 5 (enam) 

tal~\.i~ terhitung sejak pelantika:n: 

Pasal 19 
' Dalam.ha~ ketLta umum TP PKK clan ketua TP ?K:'.(. daerah 

tidak da.pat rnelaksanakan tugas karena berhc.~:.1ga.:1 tetap 

a.tau 'tid.ak tetap berpedoman pada pefunjiik t~kr:.is :1:1engena.i 
' 

pelaks~1.naan Gerakan PKK 

{ 
1 \ 
.L • 

! 

PasaJ 20 

Ketua mnum TP PKX atau ketua TP PK!< C.aera:'.:1 wajib 

mem.buat memnri perta;.iggung jaws.bs.n pada akhir masa 

bakti. 

{2) Pedmn.e.n penyusunan rnemon perta.nggung ~;awB.han 

sebagairnana . dirn.aksud pada ayat · ( 1) d'.:muat dalam 

1)etunju~~: teknis mengencti pelaksanaan Geraka11 PKK. 

Pasa~ 21 

(1) Pengurus TP PKK _::msat, provinsil kab'.J.paJen/kc)ta,. 

Ket~a:a1atan, i:)esc::. clan ;KeluraJ1an ix~rh.~'nti ka.:;:-e:na: 

a. · · m .. eninggal dunic .. ; 

·b. ' m'~1.•iy1·1i·..., i11·r·l,.a1·l .:.i1·,.~. d··. ;,I;, i,.,:..a· u . 
• l, J.l_-, -· . .tU~ •.. ;. ... t.l .J., c:.~ ... L/ o.l 

c. diberh<~nbkan. 
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(2) Pengu1"u;s .TP PKK fn'..i~.~lt, prm'insi, kabupaten/kota, 

Kecan:ia tan, Des a dan Kelurahan diherhentikan 

sebagairya,na dimaksuq pada ayat (1) huruf c, apabila: 

a. berakhir masa kepengurusan; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) 

bulan secara be·:tt:t:rut-turut tanpa keterangan 

apapun;dan 

c. dinyatakan bernaJa.h berdasarkac putusan 
. . 

pengadilan yang telah memperoleh kekt: .. c.:::an hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana. 

Pasal 22 

Pergantiar: pengurus TP PKK pusat dari. daerah berdasatkan 

loyalita.s clan ' kapasitas serta merr:.per::imbangkan 

keberlangsunga.n program dan kegiatan. 

Pasi11 23 

Pertanggu:J.gjav, .. aban pelaksanaan Gerakan PKK '.)leh ketua 

pembin:i dan ketua umum/ketua TP PKK sesuru JeTIJangnya 

meliputi: 
. '· 

a. ketu:a penibina TP PKK pusat · deJam 1nela!rsanakan 

tu'gasnya bertangg-u.ng jawab kepada Presider.:; 

b. l~e(ua uni.um TP PKK dalam. melaksanaka::: tugasny2~ 

hertanggung jawab kepada. Me:nteri; 

c. ketua TP PKK provinsi, dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggpng jawab kepada gubernur dan ke:::..ia -.J::-num TP 

PKIC; 

d. ketu.2. T!::r PKK kabupaten/kota dalam rn.ela~sanaka..n 

tuga.E•nya ter'tanggung ja.wab kepada bupa.ti/'i"jali kota 

clan ketu~ TP P~{?~ provinsii 

e. l~etmi TP PKl( K~camatan daiam melaksana.r:-...an tugasny~ 

bert;:inggung jawab kepada camat dan ::Cetua TP PKK 

kabllpaten/ kota; dan 

f. ketua · 'f p PKK Desa/ Ke lur·ahan dalam r:-_._-elan:sanakan 

tugasnya ben.anggung jawab k:epada kepalc. l;)esa/lurah 
,.' r r '•' .. - ~ ,.,. .. : ·., .) • ·~ - ... ,~ f'" r ,' I• • ,Ja.1 ke t ua ""l F KK Kecct.-nata.n. 
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l cL·,a., -· 

Hubungan ke:rja. Ti::> PKK di se1r..ua Jen.Jang rnelipl:t:.: 

a. hubungan kerja antar'.TP PKK di sernua jeqa::i.g, bersifat 

konsultatif dan koordinatif dengan te::ap ::ne::::::.perhatikan 

hubungan hirarkis; 

b. hubungan ke1ja anta:ca TP PKK dengan :;:ie:nerintah, 

lembaga kemasyarakatan yang memili.k:. kepeiulian 

terhadap PKK, bernifat kemiti·aan; 

c. hubungan kerja antara TP PKK dengan perr.'.::.::la, bersifat 
' ' 

fronsultatif dan·koordinatif; 

d. hubungan k(~rja antara TP PKK Desa/Kelurat.an dengan 

lembaga kema.syarakatan Desa · atau se:O-.J.tan lain, 

bersifat konsultatif, k:oordinatif dan kerjaSGDa; can 

e. hubungari ke1ja aritara TP PKK denga'n d 0.:rnia 11saha, 

iernbaga done~ dalam dan lua~ negeri bers:fat kemitraan. 

Pasal. 25 

(1) Dalani melakuka.n hubungan kerja dan pe~aksanaan 10 

(sepuluh) program pokok PKK, TP PKK I!lelaksanaka:n 

kegiatan aritara lain: 

a. rapat ke1ja nasiorial yang diadakan se-cmp 5 (lima) 

tahun; 

b. rapat ker:ja nasiopal luar bia.sa dapat 

diselengg~rakan apabila dianggap x:-lu untuk 

mengadakan perubahan hasil rakerr:as sebelumnya 

dan/ atau atas petunjuk rv'Ienteri; 

c. rapat ke1ja daerah provinsi dan ka'.:rupaten/kota 

diadakan setiap 5 (!ima) tahun; 

d. rapat penyusunan strategi Gerakan PK~ diadakan 

setiap 1 {satu) tahun; 

e. forum musyawarah nasional; dan 

f. rapa t lainny2 .. 

(2) Meka.i1isri1e pelaksanaan rapat sebagaima:c.a dirnaksv.d 

pada ayat (1) dimc<.at dalam petunjuk tek:--.:cs :nengenai 

6elaks.;maan Gerakan PKK. 
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HAD IV 

KELENGKAPAN KELE~/IBAGAAN TIM PE:'.'i'C-GERA.K 

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERA.i\N KE:::..UARGA 

Pasal 26 

( 1) Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, ':;."'P PKK memiliki 

atribut sebagai identitas dan legalitas kelemcagaan. 

(2) Identitas dan lega!itas kelernbagaan sebagmmana 

dimaksud pada ayat ( 1) nieliputi: 

a. lam bang; 

b. duaja; 

c. vandel; 

d. wimpel; 

e. l.encana; 

f. tnars PK:K; 

g. kop surat; 

h. stempel; 

1. papan nama; 

j. baju seragam; dan 

k. plakat. 

Pasal 27 

Identitas dan lcgalitas kelembagaan s.:;bagaimara dimaksud 

daJarn Pasal 26 dimuat dalam petunjuk tekn:.s .:nengenai 

pelak:3an aan Gerakan PKK. 

BABV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pa.sal 28 

(1) Untuk melaksa.nakan Gerakan PKK, tim pengg•~rak 
1

PKK 

· pusat dari daerah memilik:i tugas yaitu pendataan pot.:;nsi 
' 

Kduarga da.n . :::.:iasyarakat, penggerakkar1 peran serta 

rnasyaraki.iL dar1 peng·~~ndalian t~rhadai: 2-0 {sepuluh) 

progra.m pokok FKK. 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagai111ana dir:laksud pada 

ayat (1) tim pengger;c;.k PKK pusat dan dae:ra..h memiliki 
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fL.ingsi rneliputi: 

a. · menghimpun,, menggerakkan dan mer:-...D!na potensi 

ma.s:ya~akat 1J11tuk terlaksananya :.. j (sepuluh) 

program pokok PKK; 

b. merencanakan, melaksanakan, n1emantau, 

mengevaluasi. pelaksanaan 10 (sepuh::.:::i) program 

pokok PKK sesuai den.gan kebutuhan rr:a.syarakat; 

c memberikan pembinaan yang meliputi :;>~r::y-.J.luh2n, 

pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan 

kepada TP PKK secara beijenja:b5 saopc:i dengan 

kefompok dasa wisma; 

d. melak..:i.kan supervisi .. advokasi dan pelaporar: secara 

berjenjang terkait program Ger-~ka~i- PKK; dan 

e. menarnpung dan menyalurkan aspira.si :::-:aS"jci.rakat. 

BAB VI 

PERE.NCANAAN 

Pasal 29 

Perencanaan Gerakan PKK dilakukan rnelah . .:.i _ •) (s·cpuluh) 

prog:rn.m pokok PKK yang berpedoman pada: 

a. rencana i:n.duk Gerakan PKK; dan 

b. st:rategi Gerakan PKK. 

Pasal 30 

(1) Rencana induk Gerakan PKK sebagaimar...a dimaksud 

dalam 29 huruf ... a., merupa.!Car. dokumen 

perencanaan Gerakan PKK berskala nasional yang 

rr1ernuat: 
a. v1si cic'~n misi; 

b. · asas; 

c. rujuan; 

d. ~~a.saran; dan 
, ' 

e.. o,pera-=.;irJn:ahsa.s! H) (sepu.luh) prograri: pckot<: ?KK.. 

(2) Her1ca1Ja .induk ciisc:su~ f5 (l~n:~"l} tahun ·seka~: c:an. dapat. 

ditii1ja11 kcrnbaii s·etiap tal1un. 

(31 Pe:niri.jauan kembali sebr:1.gaimana dimaksi.:d ;iad.a ayat (2) 
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'· 

dilak-l1kaii. mdalui f01~tf::U musyawarah nasii:::mal dengan 

m~mper.ti1nbang:kan. pencapaian rencanc_ kerja tahunan 

Pl(K. 

Pasal 31 

(1) Rencana. induk disusun oleh Menteri bersaina dengan 

TP PKK pusat dengan rndibatkan kemen:erian/lembaga 

pemerintah nonkementerian dan pemerintal:: daerah. 

(2) Rencana Induk sebagaimana dimak:sud paaa ayat 

(1) ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 32 

( l l Metode dan mekanisme penyusunan :-e-::lcana induk 

dilakukan secara koordinatif da:ri partisipati:. 
'. 

(21 Mekariisme penyusunan rencana · · inc!-..1K dilakukan 

r~elalui rapat kerja nasi~nal deni~ari be:rpedoma.n pada 
• . . . ~ - I . . , 

dok~men perencanaan yang telah ditetapkan pemei·intah. 

(31 Rencaiia Induk yang ~dah ditetapkan menjad: dasar 

dalam penyusuna:::-i strategi Gerakan PKK. 

Pasal 33 

Dokurrien :.encaiia induk sebagaimana dimaksuc da:..am Pasal 

30 dirnuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan 

Gerakan PKK. 

I 

Pasal34 

(li G·erakan PKK merupakan pe:-angkat 

perencan.aan dan pelaksanaan program/kegiata:1 cialam 

mewkjudkan Vi.Si dan misi Gerakan PKK. 

(2·1 Strategi 'Gerakan PKK E!ebagairnana dimaks-c:.d pada ayat 

{l), merupakan da~ar pencapaian rencan& ir:d-;_1k Gerakan 

PKK sebagai . ' rnas1:!.K8n dalam forum :nusya warah 

perencana2.n pernbangunan nasional, kabupaten/kcta, 

Kecam.atan dar.;. Desa/Kelu:cuhan. 

f .,· •• 
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(1) Strategi · .Gerakan PKK sebagaimana di:na.".(sud dalam 

Pasal 34 memuat: 

a. isu s-crategis yang menjadi ska.la p:c-~oritas unt:uk 

mempercepat pencapaian visi dan misi; 

b. rumu.san proses dan metode pelaksaeaan Gerakc.n 

PKK; clan 

c. perencanaa:~1 program Gerakan PKK. 

(2) Isu strategis sebagaimana. dimaksud pada ayat {1) huruf 

a merupakan kondisi yang harus diper~c.tikan dan 

dikedepankan dalam perencanaan untu.k pencapaian 

tujuan penyelenggara.an Gerakan PKK. 

(3) Rum~san proses dan metode pelaksanaan · C:-ern.kan PKK 

sebagaim~11~a dimaksud pada ayat (i) huffif t mei·l-~i:akan 

(4) 

langkah-lai.Jgkah dan pendekata..n dala.m pelaksanaan 

Gerakan PKK. 

Perei1canaa.n program Gerakan PKK se bagaimana 

dimaksud p2.da ayat (1) huruf c merupakrn s·:J.atu proses 

Llntuk menentukan kebijakan dengan meiibatka.n mitra 

ke1ja TP PKK. 

Pasal 36 

(1) Metode dan. rnekanisme penyusunan Strategi Geraka:n 

.PKK dilakukan secara koordinatif, dan 

partisipati( 

(2) Strategi Gerakan PKK pusat disusi.J.n oleh ~"1enteri yang 

kepada Direktu.r .J enrieral · Bir:a 

Pernerintahan Desa ben:;ama TP PKK :-se:.sat dengan 

n1elibatkan kementerian/ lembaga pemerintah 

nonken1entedan t.erkait sesuai tugas dan f:1r:gsir:ya. 

(3) St.rategi G::rakan PK.K provinsi dan ka"::it:;-ie:.ten/kota 

-Jis1..:s-:...m 'oJ.eh guber.:1ur dan bupati/wali kota Se:-sama TP 

f 1KK pn:rvinsi uan kabupaten/kota denga.n ::i1.elibatkan 

Pe_i"angk.:~t Daerah yang mem6idangi :>erencana.an 

pernbangunan daerah dan Perangkat ~.:ae:-.ah terkait 

sesuai !<.(;:we1iari.gannya. 

(4) Strategi Gerakan · PKK Kecamatan disusu:r:. 81eh camat 

" ~ ~ . ' 



bersama .1·p PKK. Kecat)iatan dengan me:!.L.b~tkan unit 

'pelaksana .. t~krtis dacrah, dan pemangku kepentingan 

terkait. 

(5) Strategi · Gerakan PKK Desa disusun oleh ~epa.la Desa 

bersama TP PKK Desa dengan melibatk2.:::. perangkat 

Desa,. bad an .. · permusyawaratan D'::sa, lembaga 

ken~asyarakatan Desa, lembaga swadaya rna:sya.rakat, 

. tokoh masyarakat dan pernangku kepentir:gar.:. terkait. 

(6) Stra.tegi Gerakan PKK Kelurahan disuSl:i.::i ·oleh lurah 

be1;f3ama TP · PKK Kelurahan melibatka::r.: perangkat 

Kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh 

rnasyarakat dan pemangku kepentingan terka:.:, 

(7) Mekanisme penyusunan Strategi · · Gci-akari PKK 
. . 

s~bagaimana dimaksud pada ayat (2} sam;><J dengan ayat 

(6) d~,p~it dilakukan meialiii rapa:t kerJa taiv.n::an. 

Pasal 37 

Strategi Ge:ra.k::u:. ?KK sebagaimana dimaksud da~arn Fasa1 36 

ditetapkan olch Menteri, gubernur, bupati/w2..li :i:.c:0ta, caL1at, 

dan kepala Desa/ lurah sesuai denga:ri.kev~er:.anga:an:ya. 

Pasal'38 · 

Strategi Gerak:an PKK · dimuat dalani. petc:.nj·...i~ · teknis 

rnengenai pdaksano.an Gerak.:1n PKK. 

BAB VII 

PELAKSANAAN 

Pa.sal 39 

(1) Gerakan PKE dilakukan melah:.i. 10 (sepuiub) progr2.m 

pokok PKK yang meliputi: 

a. · pe1;ghayat:&.n <lan pen~gamalan Pancasila; 

l
., 
" 

d. 

e. 

f 

gotorg royong; 

pangan; 

san.dang; 

peruxnahe.n dan ta.ta laksana rum.ah tangga; 

pendidil<::an dan kete:ramiJilan; 

., . 
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g. kesehatan; 

h. pei'lgetrib~ngan kehidupan berkoperasi; 

1. keles.tar:jan lihgkungan hidup; dan 

.J. peren canaan se::ia t. 

(2) Dalam pelaksanaan iO (sepuluh) program pckok PKK 

kementerian dan le?:nbaga pem.erint2J1 nor±ementerian 

1nemberikan dukungan dan berperan secara aktif sesuai 

de:i.gan t:..1gas dan fu;:-1gsinya dengan ·:ierkoordinasi 

dengan Menteri. 

Program penghayatan 

Pasal 40 

dan pengamala:r: Pancasila 

sebagaim8.na dimaksud dalam Pasal · .39 ayat (:._1 huruf a 

dilaksanakan paling sedikit dengan cara: 
"• 

a. pembin~:lan karakter Keluarga melalu1 · polE. asuh anak 

dari rema~]a clengai~ penub. dnt~ dan kasiI-: say~1g dala::n 

Kduarga; 

b. pembinaan Keluarga sadar hukum; 

c. pembinaan kesadaran bela negara; 

d. pe1:nbina2,n pencegahan penyah-lhagunaan na:r~oba~ 

e. perribinaan pencegahan kekeras::ln dalam run:1aI-1 tangga; 

f. pernbinaan pencegahan perdagangan manusia; C.an 

g. pem):")inaai:1 penceg2.han kekera~:;an · seksual terhadap 

2.nak. 

Pasal 41 

ProgrEL::n gotong royong sebagaimana dimaksud -=.alam Pasal 

39 ayat' ( 1) hu~·uf b 'dilaksanakan paling sedikit de:ngai: cara: 

a. iner.rurnbuJ:1kari sika.p kesetiakawa:cian "sosial; 

b. memberdayakan ke~on1pok ianj'.lt usia; 
.. ·, 

c. partisipad dalam kegiatan bakti sosial di rr:asyaraka·~; 

d.an 

d. bcrpa:-tisipasi calam prcgram pernban5'l.man .. 

Pasal 42 
" ' 

Program pangan sebaga:.mana dimaksud dalarr: ?asal 39 ayat 

{l) huruf c~ <iilaksan~-1.kan pahng sed.i.ki't dengan cara: 
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a. n1enggerak:an .Keh:.arga ~~;-t.lam pemenuhar::. kei:mtuhan 

pangan. r.nel.alui halaman ~1sri ~eratLff indah dan :'.1:yaman; 

b. .rnengger ~::1.1;..~J.n · Keluarga dalam per~epatan 

keanekaragaman konsurnsi pangan; 

c. 1nenggerakan Keluarga mengkonsumsi inals:anan yang 

bera.gam, bergizi,. 3eimbang dan aman; dan 

d. n1endukung dan berpE.:ran serta dalarr:i. kegiatc.n 

penyediaa.n n1akanan ta.mbahan. 

Pasal 43 

Program s·andang sebagaimana dimaksud dalam Pasa~ 29 ayat 

( 1) huru.f d dilaksanakan paling sed:kit pengan cara: 

a. r.:iemb~.id~.y~.kari perilaku berbusana sesu~i ::i::>rai budaya 

Indonesia; 

b. :iriemasyarakatkan pakaian aciat pad·a acara. :ertentu; dan 

c. pengcmbangan pola · pen.dampingan ke;::.;;~da 

sand? ... ng kec~.l mikro. 

Pasa1·44 

., 
us an.a 

Prog:rarn perurriahan dan tata laksana n.lL!al:. tangga 

sebagai:maria dirr.iaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit dcngan cara: 

huruf e 

a. mernasyarakatkan pemanfaatan sumberd2.y:a ~nerg:( dan 

reknologi tepat guna; 

b. pembilu:ta.n rl.unah sehat layak huni; clan 

c. rneningkatkan pengetahuan dan keterampilc~n tentang 

tatala,ksans. rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan 

Kelu.ai·ga. 

Pasal. 45 

Program perididikan dan k:eterarr..pilan. sebagai:q1fu"1.a d1maksud 

dalam .Pasal 39 aya.t (lj huruf f d:laksanakan palir:g sedikit 

dengan ca::-a: · 

a. pernbinEla;".i. Kelusi.rga ten.tang wajib belajs.r· c:ca belas 

t2.hu.r,; 

b. rnenggerakan Keluarga c!alam penhJ.gkatan "!s.:eterampih:m 

dan pend1d:kan; 

' . 
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c. memfasfritasi . peningl\f.1:ta}1 kapasitas Liter kelompok 

be]ajar p.:l~::et.A, paket B, dan pa.ket C melaiu.i ke:::jasama 

dengan ihst.ansi terkait; dan 

d. meningkatkan ka.pasitas pelatih dan kader ?KK dengan 

menggunakan modul pelatihan PKK. 

Pasal 46 

Program kesehatan sebagaimana dimaksud c.a.:.a.--r1 Pasal 39 

ayat ( i) huruf g dilaksanakan paling sedikit deng2.:r:. cc:ira: 

a. rn~nggerakan ·Kelua:rga dalam pi:!rilaku hidt:P bersih clan 

sehat; 

b. pembi:..'laan peran se:rta · masyarakat <ialarn upaya 

penu:cunan angka kematian ibu, bayi dan ·::>c:"1:a; 

c. pe1nbina.an Keluarga yang ~mdar gizi; 

d. rnendukung program pencegahan dan deteks1 din.i kanker 

pada perem puan; dan 

e. pembinaan KdU:araga dalam pelaksanaan L:F ... ff_isasi dan 
•, 

pencegahan per:yakit menular maupun tica.k men-.).lar 

serta asuhan mandiri dalam Keluarga. 

Pasal47 

Progran-..: ·perigembangan kehidupan berkoperasi sebagaima:aa. 

dimak'.>u.d dalarn Pasal 39 ayat (1) huruf r1 ::.Haksanakan 

paling secEkit deng-a_n cara: 

a. rnenggerak'3..n Kelua.rga dalarn peningkaran . kualitas 

b. 

pengelolaa.n Kefuarga mela:u: u&aha 

peningkatan pendapatan Keluargai 

pembmaan Keluarga dalam pe laksa:n a2n dan 

pengembangan kelompok usaha. peningka.ra:i ~erdapatan 

Kduarga PKI<.; 

c. rrie1i.cbrong pembentukan koperc:~si oleh ke~o:o.poi~: khusus 

1Jsal;rn. pe-nin~;katan pf:ndapata:n Keluarga PIC..i'.:; dar:. 

d. n:lengembartgkan kreatifitas melalui . us~ha :nik:ro kecil 

dan r.ne·n~ngah berbasis teknologi informasi. 
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Program; keles1.:arian lingkungan hidup sebagai::na::a jimaksud 

dalam Pasal 39, ayat (1) huruf i difaksanakan i:aling sedikit. 

dengan cara: 

a. pe:mbinaan Keluarga dalam memelihara c.an menjaga 

lingkungan bersih dan sehat; dan 

b. melestarikan lmgkungan hidup. 

Pasal 49 
., 

Progran1 ::>erencanaan sehat sebagairnana ·. di::r:aksud d2Jarn 

Pasal 39 ayat (1) huruf j dilaksanakan paling sedikit dengan 

car a: 

a. pernbi.r..aaE Keluarga dalam meningkatk2n Keluarga 

berer_cana menuju Keluarga berku2Jitas; c_3.:i 

b. melakukan perencanaan keuangan yang ba:..k untuk 

kehidupan Keluarga sehat. 

Pasal 50 

Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok ?KK dapat 

dintegrasikan pada pos pelayanan terpadu. 

BAB VIII 

PEMBINAAN, PEMANTAUi\N, DAN EVALC:~SI .. 
Bagi.an Kesatu 

Penbinaan 

Pasa1 51 

(1) Menteri rr..!.elakukan pcrnbinaan umu.:r.. terhadap 

pelaksanaan Gerakan PKK meliputi: 

a. pemberic-in pedoman dan pandua~:; 

b. penyusunan rnodul pelatihan/bi~binga:r:: teimis; 

c. peninglmtan kaps.sita::; TP PKK; 

d. pemberian pe~'1.gha~g8.an; dan 

e. penyusunan strategi pei:.capaian kine:-ja. 

(2) Pembinaan -, . .unum sebagaimana. dimaksuc.. pada ayat: (1} 

dil:lksanak~:n oieh Menteri :r:1elalui Direkr_:.:.:· Je:i::ieral 

... ~ '· .. 



Bina Pernerintahan De~;a bersp.r:na TP FKK: pusat dan 

dapat melibatkan kemente:rian/lembaga te_rkait ~ainnya. 

Pasal52 

(1) Gubernur, bupati/wali kota, melakukar:. pembinaan 

te-rhadap pelaksan,aan Gerakan. PKK. di daeraf: me~iputi: 

8.. penguatan kapasitas kelem bagaa.:r:: .me]alui 

pelatihan, kons1.iltasi, advokasi, fasifrcasi da..D 

koordinasi; 

b. pemberian pe::ighargaan; dan 

c. penyusunan strategi pencapaian kinerja 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pac.c_ ayat (1) 

dilaksanakan oleh organisasf Perangka:::. Dae:rah yang 
' ' . 

n:iernbidangi pemerintahan D~sa · dan Fe:rr.iberdayaan 

JVIa syarakat bersarna TP PKK. 

Pasal 53 

Camat bersama TP PKK rnelakukan pembinaaii. terhadap 

pelaksanaan Geralian PKK rneliputi: · 

a. penguatan ka.pasitas kelen1bagaan melah.:.i pelatihan, 

konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordir!as:~; 

b. pemberian penghargaan; clan 

c. pefo.ksana.a.n st.rategi pencapaian kinerja. 

Pasal 54 

(1) Kepala Desa dan lurah bersama TP PKK :ner:dukung 

pembina:i1:1 Gerakan PKK 

(2) Pembiriaan Gerakan PKK sebagaimana d.icai:csud pada 

ayat ( 1) meEputi: 

(3" ' J 

penguatan kapasitas kele1nbagaa:i melalui 
" pe!atlhan, konsuluisi, 

koordina~d.; 

advokasi, fr.:LSjJit2s1 dun 

b. pem berian penghargaan; dan 

c. p~]aksanaan st:rategi pe}1ca.pafa~ kine1ja. 

Dalar:.1 inefaksanakan pe:::nbinaan sebagaima:na d:.maksu::l 

pada ayat ( 1), kepala Desa dan lurah ·::i:erkoordiriasi 

denge.n caE1a.t. 
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BagianKedua 

Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 55 

(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat. kepala 

Desa/lurah melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK. . 

(2) PeIYlantauan dan evaluasi dilakukan se,.::::ara be1jenjang 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahur: 

(3) Pernc.ntauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

Gera~mn PKK dilakukan sebelum diadakannya 

penyusunan program atau kegiatan tai.-1ur:. ber:.kt::.r..nya. 

(4) Evaluasi pelaksanaan pembiriaan Gerakar PK.K dapat 

melibatkan perguruan tinggi dan lembaga l.s.ir::1ya. 

(5) Hasil: e~aluasi pelaksanaan pembinaar:. C-e:-aka.n PKK 
. . .. : , . 

rn.enjadi bahan masukan dalam penyu.sLnan program 

dan kegiata:ri tahun mendatang. 

Pasal 56 

(1) Pelaksa:-1aan pemantauan dan evaluas:. sebagaimana 

dima~sud dalam Pasal 55 ayat ( 1) dilaksanc.kan oleh tim 

yang dibentuk oleh ketua: pembina TP ?KK pusat dan 

daerah. 

(2) Pdaksanaax1 pemantauan dari evaluasi sebagaimana 

diri:1a1rnud pada ayat ( i) menggunakan i..ristrurnen PKK 

yang dimuat dalam petur~juk 

pelaksanaan Gerakan PKK. 

BAB IX 

PELAPORAN 

P&sal 57 

teknis oengena1 

(1) Menteri m•.:nyampaikan laporan pelaksanaan pe.::nbinaan 

o:erakan PKK kepadc:~ Preside:,n l (satu} kali dalam l (satu) 

tahun. 

(2) Kepala. D1:;sa/ lurah, camat, bupati/wali kora., gubernur 

sesuai dengan kei:venangannya menyarr:paiJrnr:. laporan 



- 29 - . 

pelaksanaan Gerakai1 PKK secara berje:n.jang · kepada 

Menteri f)etiap 6 (enam) ·bulan atau sewah."'":1.1·-waktu jika 

diperlukan 

Pasal 58 

(1) Sistematika laporan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 

2.7 memua:t: 

a. pendahtlluan; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. instansi/lembaga yang ierlibat' dalarr::. ::>e~c.ksanaan 

program dan kegiatan; 

d. jumlah dan sasaran keg1,atan; 

e. penggunaan anggaran yang bersum!::>er dari 

anggara.~· peridapatar~ da.n bela:hja neg.ara, ar1ggar~!1 

pend a pa tan dan belanja daernl:_, a:nggaran 

pendapatan d.an belanja Desa atau sun:ber lain; 

f. permasalahan yang dihadapi; · 

g. -....lpaya yang akan dilakukan; dan 

h. pemJt1ip. 

(2) Instansijiernbaga sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 

huruf (c) melaporkan pelaksanaar1 kegiatan Sera.kan PKK 

kepada .ket~a pembina TP PKK sesuai dengan :ingka.tan. 

Pasal 59 

( 1) Pelaporan pelaksanaan program k . t .eg1a_an 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 58 aya: (:!) huruf b 

dilaku.ks.n melalui SIM PKK. 

(2) LaporaT1 sebagaimana dimaksud pada aye..;: (1 menjadi 

bahan pemanfauan dan evaluasi pelaksar.:aan Gerakan 

PKK ri1a.sing·-masing tingkatan_ 

(3) SIM PKK sebagaimana dimaksud pc.ca c_vat (1 1 

dikoordiriasikan melaJ.u;. Direktorat ,).e:ndera:. Bina. 

Pemerintaha.n Desa bersa.ma TP PKK pusat. 

Pa.;;ai 60 

Mekanismc~· pelaporan yang rnemuat penyel~nggaraa1:_ Gera.kan 

PK!\. 'sebagaiinarni dirnaksu.d dalam Pasai 58 can S~M PKK 
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sebagaimana . dimaks 1.:id dal.,-:\:rn Pasal 59 dirnuat dalam 

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan ?KK. 

· BABX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 61 

( 1) Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepd.uh1 program 

poko~~ PKK melalu1 Gerakan PKK dap<c :nelE:iatkan 

partisipasi masyarakat, lembaga kemasyara~atan dan 

lembaga lainnya. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana d:imc..ksu.d pada ayat 

( 1) mulai tahap perencanaan, pelaksz.naan dan 

per1ingkatan kapasitas sumber daya manu.sta. 

(3) Masyarakat sebagaimaria dirn.aksud pada s:yat ( 1) paling 

sedikit n1eliputi: 

a. tokoh adat; 

b. tokoh masyarakat; 

c. tokoh agama; 

d. tokoh pendidikan; dar, 

e. kelompcik masyarakat dari kelompok masyarakat 

Jain sesuai dengan kondisi sosial budaya. 
. . 

(4) Ler.nbaga kemasyarakatan sebagaimana d1naksu~ pq.da 

ayat { l) melipuh: 

a. rukun tetangga; 

b. rukun warga; 

c. karang taruna; 
' 

d. pos pelayanan terpadu; dan 

e. lernbaga pernberdayaan masyarakat. 

(5) Lembaga laii1nya sebaga:lmana dimaksuc :Jc.do. avat (J.) 

meliputi: 

a. lernbaga pe:nglrnjian; 

b. lembaga den.or dalan:: dan luar :riegeri; cia:: 

c.. lernbaga profosi. 
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Bf\.B XI 

PENDANf\.AN 

Pasal62 

Pendanaan 10 ( sepuluh) program pokok Gerai<:an PKK 

bersumber dari anggaran pendapatan dan ·:x:lanja negara, 

anggaran pendapatan dan belanja daerah prc~ .. d.r:.si, a:1ggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabL:.paten,'km.:a, a:1gga.ran 

pendapatan dan belanja ·oesa df:u1 lain--lain sun1ber 

pendanaa:i yang sah dan tidak mengikat. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa.163 
I ;. 

Pada si1at Pernturan Menteri ini lnulai berfok:i, .?eraturan 

Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2.C 13 tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Femberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Repu"cl:k Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 60), dicabut dan dinyatClkan tidal;: 

berlaku. 

Pasal64 

Peraturarl Mcnteri ini mulai berlaku pa.da tanggal 

diunda.ngkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, :nerDerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penen_patannya 

dal am Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundan gkan -=.i Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2020 
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